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BUPATI JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR  66 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NO. 57 TAHUN 2025 ATAS 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI JAYAPURA 
 

 

Menimbang :  bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
Daerah maka Kepala Daerah mempunyai kewenangan 

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 
pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh 

daerah dan/atau masyarakat sebagaimana diatur didalam 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan aya (2) huruf e, Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);   
 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partial Politik  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk 

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 
 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 

Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 41); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura  Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020  Nomor 

7); 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura  Nomor 7Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 

Tahun 2023  Nomor 12); 
 
 

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
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Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan; 

32. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor .....Tahun 2025, 

tanggal ............ tentang Evaluasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 
 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN 
ANGGARAN 2025 

 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.  

2. Bupati adalah Bupati Jayapura. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masukke kas Daerah. 

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluardari kas Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber tersebut, sebagai masukan 
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

 

 



-6- 

 
Pasal 2 

 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

setelah pergeseran semula berjumlah Rp.1.506.240.758.550,- setelah pergeseran 
tidak ada perubahan, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula  Rp.1.506.240.758.550,-      
b. Berkurang            Rp.                           0,-          
Jumlah Pendapatan setelah pergeseran Perubahan.                                              
                                                                              Rp.1.506.240.758.550,- 
 

2. Belanja daerah 
 a.  Semula  Rp.1.536.413.745.860,- 

b. Bertambah  Rp.       1.626.262.624,- 

Jumlah Belanja setelah Pergeseran Perubahan  Rp.1.538.040.008.484,- 
Defisit setelah Perubahan                                           (Rp.31.799.249.934,-) 

 

3. Pembiayaandaerah 

a. Penerimaanpembiayaan 
1)  Semula   Rp.80.272.987.310,- 

2)  Berkurang                 Rp.                     0,- 
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan         Rp.     80.272.987.310,- 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1)  Semula   Rp.50.100.000.000,-   
2)  Bertambah               Rp.   1.626.262.624- 

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan        Rp.      48.473.737.376,- 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan                   Rp. 31.799.249.934,- 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan                                   Rp.0,-    
 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 
a. Lampiran I Ringkasan  Penjabaran Perubahan APBD  yang  Diklasifikasi  

Menurut Kelompok  dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 
 

b.  Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD  Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, jenis, objek rincian objek pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
 

c. Lampiran  III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan  Besaran Alokasi 
 Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah; 
 

d.  Lampiran IV    Daftar Nama Calon  Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi 
                          Bantuan Sosial Berupa uang yang diterima serta SKPD 

pemberi Bantuan Sosial ; 
 

e.  Lampiran V  Daftar Nama  Calon  Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi 
                            Bantuan Sosial Berupa uang yang diterima serta SKPD 

pemberi Bantuan Keuangan; 
 

f.  Lampiran VI    Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 
Kabupaten; 
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g.  Lampiran VII   Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 
 

h.  Lampiran VIII  Tidak Ada; 
 

i.  Lampiran IX   Rincian Dana tambahan infrastruktur menurut Urusan 
Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 

 j.  Lampiran X     Tidak Ada. 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Jayapura. 

  
                              Ditetapkan di Sentani 

                                                                        pada tanggal, 5 Desember 2025 

BUPATI JAYAPURA 
ttd. 

Dr. YUNUS WONDA, SH., MH 
 

Diundangkan di Sentani 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal, 5 Desember 2025 

 
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
 ttd. 

 
         Dr. YUSUF YAMBE YABDI, S.T.,M.T 

      PEMBINA UTAMA MUDA 
                NIP. 19710616 200012 1 005 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 66 
 
 

salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 
PERUNDANG-UNDANGAN 

  

 
    

THIMOTIUS TAIME, SH 
                              PENATA TK.I 

NIP. 198406122010041003 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR… 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
Ttd 
ttd 

 
HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19660607 199610 2 001 

 

 
Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya 

      An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, 
 

 
THIMOTIUS TAIME, SH                                                                                                                                                             
                                       NIP. 19 840612 201004 1 003 

NIP. 19760723 200502 2 006 

 


